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ABSTRAK

Judul Skripsi : TANGGUNGJAWAB PENGEMBANG DALAM PEMECAHAN SERTIFIKAT  TANAH UNTUK PEMILIK UNIT PERUMAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG
Nama / NPM    : Nurwakhidin / 1107350100
Kata Kunci       : Pemecahan sertifikat untuk kepastian hukum

Tanah merupakan sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Tanah juga sebagai instrumen kehidupan dan penghidupan, baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai faktor produksi. Sebagai faktor produksi nilai ekonomis tanah dalam dimensi yang begitu luas dan mencakup hampir seluruh kehidupan manusia menuntut dalam penguasaan, pemanfaatan dan penggunaannya. Sehubungan dengan meningkatnya pembangunan di segala bidang, maka kebutuhan akan tanahpun semakin meningkat pula, sedangkan tanah yang ada terbatas dan relatif tidak bertambah. Hal ini mendorong kompetisi pemakaian ruang yang ada sehingga akan timbul permasalahan. Dalam pembangunan perumahan yang dlakukan oleh pengembang perumahan adalakalanya harus melakukan pemecahan / pemisahan hak atas tanah terhadap sertifikat induknya. Adapun rumusan masalah yang penulis bahas dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana tanggungjawab pengembang dalam pemecahan sertifikat tanah t untuk pemilik unit perumahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Tata Ruang ?., (2) Bagaimana mekanisme pemecahan sertifikat tanah sampai pendaftarannya di Kantor Badan Pertanahan ? Metode penelitian yang penulis pergunakan bersifat  deskriptif dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu memberikan gambaran tentang pemecahan sertifikat atau hak atas tanah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-umdangan yang relevan dengan penilitian skripsi, utamanya yang mengatur tentang pemecahan sertifikat atau hak atas tanah  dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah. Hasil penelitian Pemecahan / pemisahan bidang tanah diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor  24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Atas permintaan pemegang hak bersangkutan, dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula. Dalam pemisahan bidang tanah tersebut, bidang tanah yang luas diambil sebagian sehingga terjadi satuan bidang baru. Dalam hal ini bidang tanah induknya masih ada dan tidak berubah identitasnya, kecuali mengenai luas dan batasnya.
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